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RINGKASAN 

Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat 

turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini 

telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. 

Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan 

dengan Sole Proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan Sole Trader. Di 

Vietnam dengan nama Private Enterprise, dan Belanda dikenal 

dengan Eenmanszaak.Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 

2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja.  Pembentukan perseroan perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, 

sebenarnya bentuk sinergitas antara Pembuat Undang-Undang dan Pemerintah 

untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku usaha 

mikro dan kecil. Dengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep 

tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah 

mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. 

Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus 

memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. 

Selain itu, entitas Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, 

yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. 

Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada 

perseroan Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan 

pada perseroan perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka 

perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, 

maka akan menarik untuk dibahas mengenai pertanggungjawaban dan tata kelola 

“Perseroan Perorangan” ini. Apakah hal tersebut terdapat suatu ketidakpastian 

hukum yang berdampak pada tidak jelasnya suatu regulasi, atau apakah Undang-

Undang sudah mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian pula tidak menutup 

kemungkinan pengaturan yang tidak dijelaskan secara komprehensif akan 

berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola 

dalam hal kepengurusan perseroan perorangan.  
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-

undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui karakteristik perseroan perorangan sebagai badan hukum dan untuk 

mengetahui pertanggung jawaban perseroan perorangan secara pribadi. Pendekatan 

penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conseptual Approach), Untuk 

menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum 

primer maupun bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan langkah-

langkah normatif dan pembahasan yang dilakukan secara preskriptif. Kemudian 

bahan hukum tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode analisis 

teks.penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan 

menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di 

bahas. 

Dari hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yaitu: Pertama Berdasarkan analisis 

diatas dan dalam menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut: dengan 

adanya UU Cipta Kerja, timbulnya badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan, 

beberapa kriteria pokok di dalamnya meliputi: definisi, pendirian, modal, direksi, 

perubahan serta pembubaran. Setelah dianalisis Perseroan Perorangan masih 

menimbulan celah hukum yang dapat mengakibatkan tidak terciptanya tujuan 

utamanya. Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang harus dianggap 

berbeda dari pendirinya, kita dapat melihat bahwa ada kemungkinan untuk 

dilakukannya Pendirian oleh Pemilik Tunggal terhadap Perseroan Terbatas dengan 

skala usaha non-UMK. Terhadap kedua kemungkinan tersebut mana yang akan 

diterapkan belum terdapat pengaturan. Kedua Terlepas dari persamaan, perbedaan 

ada pada waktu yang sama, peraturan terkait dengan perseroan. perorangan di India 

memiliki tingkat dan pendekatan yang jauh lebih banyak dan detil untuk mengatur 

OPC. Sementara di Indonesia peraturan yang mengatur Perseroan Perorangan 

sangat terbatas dan tidak detil sehingga memberikan ruang multi interpretasi baik 

bagi pemerintah sebagai penyelenggara pendirian, perubahan, dan pembubaran, 

serta bagi pelaku usaha itu sendiri yang akan menjadikan Perseroan Perorangan 

sebagai kendaraan usahanya. Namun sistem hukum dan perkembangan di India 

jelas lebih maju daripada di Indonesia, Indonesia tampaknya masih memiliki jalan 

panjang untuk mencapai harmonisasi sistem hukum dan ekonomi dan kehidupan 

sehari-hari di mana Perseroan Perorangan akan melakukan kegiatan usahanya. 

Pertanggungjawaban perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban 

yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip limited liability, oleh 

karena itu menjadikan perseroan perorangan menjadi subjek hukum yang mandiri, 

memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri. 
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Lebih lanjut, perseroan perorangan juga memuat doktrin piercing the corporate veil 

yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan 

tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas 

tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan, memiliki pengaturan untuk 

mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk 

kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri 

terkait yang digunakan sebagai database profil perseroan perorangan dan dasar 

pertimbangan dalam menentukan kriteria Perseroan perorangan.  
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JAWABAN DAN TATA KELOLA DALAM PERSEROAN 

PERORANGAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, 

Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Djoni S. 

Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pedamping : Dr.H. Rachmadi 

Usman, S.H., M.H. 111 Halaman. 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Pertanggung Jawaban, Tata Kelola 

Konsep perseroan perorangan digulirkan Pemerintah Republik Indonesia lewat 

turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Ciptaker), sebenarnya bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep ini 

telah dikenal di berbagai negara, namun dengan penyebutan yang berbeda-beda. 

Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan 

dengan Sole Proprietorship, sementara di Inggris disebut dengan Sole Trader. Di 

Vietnam dengan nama Private Enterprise, dan Belanda dikenal 

dengan Eenmanszaak.Pada 30 Desember 2022 Undang Undang Cipta Kerja resmi 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang Undang (Perppu) No 2 tahun 2022 terbit. Setelah itu, pada tanggal 31 Maret 

2023 ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

KerjaDengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep tanggung 

jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat 

memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah 

melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para 

pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas 

Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan 

mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, 

dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan Perorangan, 

Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada perseroan 

perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki 

organ yang bertindak secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka akan menarik 

untuk dibahas mengenai pertanggungjawaban dan tata kelola “Perseroan 

Perorangan” ini. Apakah hal tersebut terdapat suatu ketidakpastian hukum yang 

berdampak pada tidak jelasnya suatu regulasi, atau apakah Undang-Undang sudah 

mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian pula tidak menutup kemungkinan 

pengaturan yang tidak dijelaskan secara komprehensif akan berdampak kepada 

suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal 

kepengurusan perseroan perorangan.  
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ABSTRACT 

Keywords: Individual Company, Accountability, Governance 

The concept of an individual company was rolled out by the Government of the 

Republic of Indonesia through a derivative of Law (UU) Number 11 of 2020 

concerning Job Creation (Ciptaker), in fact it is not a new thing for several 

countries in the world. This concept has been known in various countries, but with 

different names. The United States, Canada and Singapore call individual 

companies Sole Proprietorships, while in England they are called Sole Traders. In 

Vietnam it is known as Private Enterprise, and in the Netherlands it is known as 

Eenmanszaak. On December 30, 2022 the Job Creation Law was officially revoked 

and declared invalid after Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 

of 2022 was issued. After that, on March 31, 2023 it was stipulated to become Law 

(UU) Number 6 of 2023 concerning Job Creation. With the formation of an 

individual company that has the concept of limited liability as a legal entity, the 

Government hopes to provide legal protection to business actors. The method is 

through the separation of personal and corporate assets, as well as making it easier 

for business actors to access financing from banks. In addition, this Individual 

Company entity is very easy to set up, which is simply by filling out the statement 

of incorporation form electronically. In this regard, with the existence of the 

concept of limited liability in individual companies, the law also modifies the 

management aspects of individual companies. Based on sole proprietorship, the 

company has organs that act independently. Based on this, it will be interesting to 

discuss the accountability and governance of this "Individual Company". Whether 

there is a legal uncertainty that has an impact on unclear regulations, or whether 

the law has accommodated this. Thus it also does not rule out the possibility that 

arrangements that are not explained in a comprehensive manner will have an 

impact on a deviation in responsibility and governance in the management of 

individual companies. 
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